
KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA 

POLITIK ISLAM 

 

 

Skripsi  

 

 

 

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos 

Dalam Ilmu Ushuluddin 

 

 

 

Oleh : 

 

 

Yunie Risma Riyantie 

NPM : 1531040071  

 

  

 

 

 

 

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H / 2020 M 



ABSTRAK 

KONSEP POLITIK  MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA 

POLITIK ISLAM 

Oleh 

YUNIE RISMA RIYANTIE 

     Machiavelli sebagai tokoh politik zaman Renainssance telah berhasil membuat 

sebuah karya yang mengelaburasikan antara system kerajaan (monarki) dan Republik, 

yang dia beri judul The Prince dan The Discaurses. Machiavelli menekankan pada 

kelihaian pangeran dalam hal berdiplomasi harus memakai muslihat singa dan rubah 

(kancil). Perbedaaan etika politik antara Machiavelli sangat kontras dengan etika 

politik Islam. perbedaan ini didasarkan dari keyakinan dasar yang juga berbeda. 

Machiavelli menyandarkan bahwa etika tidak  diperlukan dalam politik karena akan 

memperlemah Negara (menghalalkan segala cara demi kestabilan Negara), karena hal 

itu  menurutnya sia-sia. Berbeda dengan etika politik Islam, yang menyandarkan pada 

al Quran dan as Sunnah agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan 

moral yang telah dijelaskan dalam al Qur-an dan as Sunnah.Adapun rumusan masalah 

dari skripsi ini yang pertama,  bagaimana etika politik menurut Niccola Machiavelli? 

Dan yang kedua, bagaimana pemikiran politik Machiavelli dalam Perspektif etika 

politik Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Jenis penelitian menggunakan jenis kepustakaan (library reasearch). Dan sifat 

penelitianya itu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan 

sekunder, dalam data primer penulis menggunakan buku-buku karangan Niccola 

Machiavelli dan dalam data sekunder penulis menggunakan  buku-buku karangan 

orang lain dan jurnal yang berkitan dengan Machiavelli. Metode penyimpulan data 

penulis menggunakan alur pemikiran historis Machiavelli. Dari penelitian tersebut, 

peneliti menemukan hasil bahwa sebenarnya Machiavelli telah mengargumentasikan 

gagasannya dalam sebuah karya yang memang memiliki peranan penting dalam dunia 

politik. Karna dengan karyanya itu, telah membebaskan politik dari cengkraman 

Gereja. Akan tetapi disisi lain Machiavelli dengan segala metode yang diajarkannya 

terhadap perilaku seorang penguasa telah menjastipikasi semua cara untuk 

mempertahankan kekuasaan dan negaranya. Dari pandangan etika politik Islam 

sebaliknya kekuasaan adalah amanah. Politik Islam tidak boleh menghalalkan segala 

cara untuk mendapatkan kekuasaan karena Islam memandang kekuasaan dalam 

pengertian transenden, kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabakan kepada sang 

Khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia 

adalah perpanjangan tangan sang Khalik dimuka bumi. 

 

 



SURAT PERNYATAAN  

Saya yang bertandatangan di bawahini:  

 Nama   : YunieRismaRiyantie 

 NPM    : 1531040071 

 Jurusan/Prodi  : PemikiranPolitik Islam  

 Fakultas  : Ushuluddin Dan Studi Agama 

 Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KonsepPolitik Machiavelli Dalam 

Perspektif Etika Politik Islam)” merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat 

ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan 

disebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka.  

 Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk 

bertanggungjawab. 

 

 Bandar Lampung, 03 Juni 2020  

 Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

 

 

 

YUNIE RISMA RIYANTIE 

 







MOTTO 

 

                             

                    

Artinya : ‘’hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 

dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Karena mereka melupakan 

hari perhitungan. 

 

(QS. Shaad:26)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Depag RI, Al-Qur’an danTerjemahnya(Jakarta: YayasanPenerjemahdanPentashih Al-Quran. 

1977), h. 736. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Penegasan judul merupakan hal terpenting dalam penelitian karya ilmiah 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan, sehingga maksud 

yang terkandung dalam judul lebih jelas sekaligus sebagai pembatas 

pembahasan lebih lanjut.sebagai lazimnya dalam setiap penyusunan skripsi 

atau karya ilmiah maka terlebih dahulu diberi batasan pengertian judul yang 

akan dibahas sehingga dalam pokok penguraiannya tidak terjadi 

kesimpangsiuran. Maka dari itu peneliti merasa sangat perlu untuk 

menjelaskan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi  yaitu : “KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM 

PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM”. 

     Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsep dapat diartikan suatu 

ide, pengertian atau Rancangan dari peristiwa kongkret yang telah 

diabstrakkan. Untuk memahami proses atau apapun diluar bahasa dan 

gambaran mental dari objek yang digunakan dengan akal budi.
2
 

    Politik diartikan sebagai sebuah kajian yang menunjukkan pemikiran yang 

bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.Politik secara etimologi diartikan 

                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h 725. 
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sebagai sebuah kajian atau pembicaraan mengenai Negara dan kekuasaan 

dalam hal pengambilan keputusan dan pengaturan masyarakat.
3
 

Niccolo Machiavelli lahir di Florence, tahun 1469, disebuah kota yang 

berdiri sendiri, pada zaman renaissance (abad pencerahan).
4
Machiavelli 

adalah seorang tokoh filsafat dan politikus, yang hidup di era abad ke-

18.Tokoh ini sangat terkenal dengan sebutan bapak politik modern yang 

berhasil membebaskan rakyat dari belenggu politik dari pengaruh gereja pada 

waktu itu.
5
 

Perspektif adalah pembahasan, analisis, atau fokus.
6
 Perspektif merupakan 

sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang 

yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menemukan 

pengetahuan yang kita peroleh. 

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
7
Etika adalah suatu ilmu yang 

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral 

tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab 

                                                             
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 

cetakan keempat, h.634 
4
Dr. Firdaus Syam,M.A, Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan 

Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. Ed.1,Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),.h.105 
5
 Henry J. Schmandt, Filsafat  Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno 

Sampai Moderen, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2009),.h.87 
6
Peter Salim dan Yenny, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama, 

Modern English, Jakarta, 1991, h. 1044 
7
Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 309. 
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berhadapan dengan berbagai ajaran moral.Politik yaitu pengetahuan mengenai 

ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar 

pemerintahan.
8
 

Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan 

manusia.
9
 Etika politik merupakan prinsip atau ajaran nilai sosial politik 

Islam, seperti persamaan (musawah), persaudaraan (ukhuwah), amanah 

perluditafsir secara keterbukaan, pertanggungjawaban (mas’uliyyah), amanah 

perlu ditafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik 

diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti 

operasional ajaran Islam.
10

 

Sedangkan Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan Al-

Qur‟an dan hadist.Dalam Al-Qur‟an menyerukan umatnya untuk berlaku adil 

dan berbuat baik serta belaku amanah.
11

 Sedangkan menurut Nabi SAW Etika 

Politik Islam adalah diri sendiri harus menjadi contoh, dalam jiwanya 

senantiasa berkembang pertanyaan-pertanyaan  yang ditujukan kepada dirinya 

seputar tanggung jawab pribadinya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan judul skripsi 

“KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA 

                                                             
8
Ibid., h.886 

9
Franz Magnis Suseno, Etika Politik, cet VII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 8 

10
Amin Rais, Krearifan Dalam Ketegasan, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999), h. 100 

11
Dapartemen Agama, RI., Al-qur‟an dan Terjemahan (semarang : Toha Putra, 1989, h. 277 
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POLITIK ISLAM”  adalah pandangan politik Machiavelli dalam sudut 

pandang etika politik Islam yang menghalalkan segala cara. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

     Bagi Machiavelli politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu 

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.Hal lainnya seperti agama 

dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya 

tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama 

dan moral tersebut membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan 

politik. Sedangkan menurut ajaran Islam, etika politik harus berdasarkan 

dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan mengenai konsep kekuasaan Machiavelli dalam 

perspektif etika politik Islam karena berhubungan dengan suatu 

rancangan studi yang peneliti tangkap yakni Pemikiran Politik Islam.  

b. Banyak yang harus dibentuk literature dan sumber data yang akan 

ditulis melalui buku-buku yang membahas tentang pemikiran-

pemikiran seorang Niccolo Machiaveli. 
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C. Latar Belakang Masalah 

       Niccola Machiavelli adalah seorang tokoh filsafat dan politikus yang hidup 

di era ke-18.
12

 Tokoh ini sangat terkenal dengan sebutan bapak politik modern 

yang berhasil membuka keran belenggu politik dari kungkungan Gereja pada 

waktu itu.Machiavelli banyak menuturkan tentang etika dalam berpolitik pada 

karyanya. Tetapi disisi lain Machiavelli pun dikenal sebagai politikus yang 

menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Padahal bila didalami 

secara objektif, ada faktor-faktor penyebab tokoh ini harus meluangkan idenya 

seperti itu. Sehingga timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang 

melatarbelakangi pemikiran politik Machiavelli, sehingga dia menulis 

karyanya The Prince dan The Discourses. 

       Dalam membatasi ruang kajian tentang karya-karya Niccola Machiavelli, 

difokuskan yang ditulis adalah kerangka pemikirannya terhadap etika politik 

yang dimana ada beberapa alasan yang melatar belakanginya;  

1. Proses transisi di Negara Florence yang terjadi dimasa Niccola 

 Machiavelli, melahirkan beberapa gagasannya yang merupakan 

 hasil kajiannya selama menjabat sebagai apparatus di Florence. 

2. Dalam situasi dan kondisi Negara Florence Machiavelli mengalami 

beberapa perlakuan politik dari pemerintahannya yang acap kali terjadi 

                                                             
12

Dr. Firdaus Syam,M.A, Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan 

Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. Ed.1,Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),.h.105 
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perpindahan kekuasaan antara penguasa pertama dengan keluarga 

Medici yang menenangkan peperangan. Sehingga posisi Machiavelli 

selalu berubah-ubah kadang menjadi aparatur Negara yang begitu 

penting, dan kadang kala mengalami perlakuan buruk sampai dia 

sendiri harus diasingkan kesuatu desa yang jauh dari kehidupan 

kerajaan atau lebih parah lagi dia mengalami masa tahanan selama 

beberapa tahun.
13

 

3. Tokoh Machiavelli sendiri sudah terlanjur dikenali oleh dunia politik 

sebagai bapak kelicikan politik. Bahkan pada titik ekstrimnya ia 

dikenal sebagai par excellence penipuan dan pengkhianatan politik, 

sebagai inkarnasi dari kekuatan licik dan brutal dalam dunia politik, 

dan sebagai penggagasan totalitarianisme modern.
14

 Etika menurutnya 

memancarkan dari tindakan otentik yang penuh dengan kedaulatan dari 

seorang pemimpin yang berkarakter. Itulah sesungguhnya ide yang 

diberikan oleh Machiavelli demi kelangsungan dan kestabilan 

negaranya yang mengalami krisis politik. Namun sayang justruh 

konsep etika dan kekuasaan yang bermartabat inilah sering kurang 

dicermati oleh para pembaca karya-karya Machiavelli. 

4. Kekuasaan memang perlu dipertahankan dan dikokohkan dengan kuat, 

sedangkan etika itu sendiri tidak perlu dikedepankan dalam politik 

                                                             
13

Ibid., h. 87 
14

Henry J. Schmandt, Filsafat Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno 

Sampai Moderen, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 247. 
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karena hal itu hanya akan memperlemah negara (menghalalkan segala 

cara demi kestabilan Negara). Sedangkan menurut para sejarawan 

politik, inovasi Machiavelli dalam buku The Discaurses dan The 

Prince adalah memisahkan teori politik dan etika. Hal ini bertolak 

belakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan 

kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran 

Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika.  

       Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar 

dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk 

mengevaluasi tindakan manusia dilapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah 

menggunakan istilah la stato, yang berasal dari istilah latin status, yang 

menunjuk pada adat dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, 

tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan 

privat. 

        Hal ini senada dengan situasi dan kondisi di Florence, waktu itu 

mengalami perebutan kekuasaan yang mengakibatkan keadaan negara tidak 

stabil sehingga akhirnya, efek jera perebutan kekuasaan itu menjadikan rakyat 

tertindas dan Negara pun mengalami krisis multidimensional. Sehingga 
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Florence menjadi Negara yang lemahdan diserang oleh Negara-negara yang 

ada disekitarnya.
15

 

       Maka pantaslah bila Machiavelli menganugerahkan gagasannya bagi 

penguasa di Negerinya yang kala itu dipegang oleh keluarga Medici, dengan 

tujuan agar Florence tidak hancur dan jatuh. Sekalipun memang ada unsur 

bahwa dengan menyuguhkan konsepnya itu, Machiavelli pun menginginkan 

kembali jabatannya di arena politik.
16

 

     Pemikiran kekuasaan Machiavelli didasarkan pada refleksi politik di masa 

ia hidup. Ia menjadikan fenomena politik yang terjadi ketika itu  sebagai 

pedoman dalam praktik politiknya. Segala macam tindak keburukan dari 

tabiat manusia Eropa ketika itu ia jadikan sebuah kesimpulan bahwa manusia 

memang selalu condong kepada hal yang baru, sehingga penguasa juga harus 

mahir dalam hal ini agar kekuasaannya bisa berjalan efektif dan bertahan 

lama.
17

 

     Saat ini etika politik seakan sudah tidak dibutuhkan lagi, bahkan cenderung 

menghilang. Kenyataan yang ada menunjukkan politik sebagai ajang 

pertarungan kekuatan dan kepentingan, sehingga terdapat kepentingan 

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Berbicara persoalan etika 

politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Hukum 

                                                             
15

Niccola Machiavelli, The Prince, (Surabaya: Selasa Publishing, 2008), h. xii 
16

Ibid., h.177 
17

Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, hlm. 126 
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terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam 

masyarakat. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang 

taat kepada norma-normanya. 

     Islam tidak pernah lepas dari politik, bahkan kehadiran Islam sebagai 

agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam 

kehidupan berpolitik, dalam hal ini lebih ditekankan pada etika politik, etika 

bukan hanya suatu keharusan dalam perilaku politik, namun dalam segala 

bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari nilai-nilai etika. Terkadang nilai 

etika tersebut diukur dengan instuisi dan etika tersebut sering diukur dengan 

agama. 

    Islam telah memberikan konsepsi perpolitikan dengan adanya perintah 

mentaati ulil amri, termasuk di dalamnya penguasa bidang politik, pemerintah 

dan negara. Tetapi Islam menghendaki ketaatan kritis yaitu ketaatan yang 

didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Allah. Jika pemimpin tersebut 

berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati. 

Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan 

Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang 

benar dengan cara yang persuasif. Jika jalan tersebut tidak dihiraukan oleh 

pemimpin, maka boleh saja pemimpin itu tidak dipatuhi. 
18

 

                                                             
18

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. 5, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa), 2000, 

h. 92. 
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     Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia 

adalah masalah pemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di 

negeri ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan, 

seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tindakan pelanggaran 

lainnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan dalam hal ini pada 

akhirnya melahirkan berbagai macam krisis dalam kehidupan politik bangsa. 

     Masalah moralitas, kepemimpinan dan kesantunan dalam berpolitik 

menjadi persoalan panjang yang tidak terselesaikan dalam kehidupan politik 

bangsa. Perilaku para elit politik yang seringkali meninggalkan nilai-nilai 

moral luhur dalam melakukan aktivitas politiknya, telah menciderai persoalan 

moral dalam kehidupan bangsa ini. Berbagai solusi telah ditawarkan, sebagai 

upaya menyelesaikan persoalan pemerosotan moral dibidang politik yang 

menimpa bangsa. Salah satunya adalah agar bangsa Indonesia kembali pada 

ajaran agama, sebagaimana mengatasi persoalan pemerosotan moral, terutama 

yang terjadi pada elit politik. Tidak kalah pentingnya pada masyarakat bangsa 

secara keseluruhan. 

     Bagi para pemikir politik Islam, politik terkait erat dengan etika. Bedanya 

jika pemikir Yunani membicarakan keterkaitan itu dalam wilayah filsafat 

moral, pemikir politik Islam mendiskusikannya dalam naungan teologi. Ini 

terlihat bahwa dalam Islam persoalan politik tidak terpisah dengan persoalan 

agama. 
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Islam dalam politik merupakan suatu cara untuk menjaga urusan umat. Islam 

dan politik tidak bisa di pisahkan karena Islam tanpa politik akan membuat 

kaum muslim tertindas, tidak memiliki kedamaian dan kerukunan untuk 

menjalankan syari‟at Islam. begitupun politik tanpa Islam akan membentuk 

masyarakat  yang hanya membanggakan jabatan, kekuasaan, dan duniawi saja 

tetapi dari segi aspek moral dan spritualnya kosong. Jadi dalam hal ini politik 

Islam sangat penting untuk kebebasan, kemerdekaan dan kedamaian dalam 

melaksanakan syariat Islam, dan Islam boleh diwadahi oleh politik.
19

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Etika Politik Menurut Niccola Machiavelli? 

b. Bagaimana Pemikiran Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik 

Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

     Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama 

halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu : 

                                                             
19

Zaki Ulya, ‘’Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum 

Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasaah)’’, Jurnal Al-qadha, vol.2, 2015, h.27. 
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a. Untuk mengetahui bagaimana etika politik menurut Niccola 

Machiavelli 

b. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Machiavelli dalam 

perspektif etika politik Islam 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

     Secara teoritis, Peneliti ini dibuat agar dapat menambah masukan 

tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan konsep 

pemikiran politik Machiavelli dalam meraih kekuasaan dengan cara 

menghalalkan segala cara yang sangat bertentangan dengan pandangan 

etika politik Islam. 

b. Manfaat Praktis 

     Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi 

bagi fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam terkait dengan konsep 

politik Machiavelli dalam perspektif etika politik Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library reasearch).Yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang 

bertujuan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data yang 
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bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan 

masalah tertentu
20

 

b. Sifat Penelitian 

     Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan 

pendeskripsian yang sangat teliti.
21

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

penelitian dari sumber pertama.
22

 Yang menjadi data primer dalam 

penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari buku Niccola 

Machiavelli yaitu buku The Prince dan The Discaourses. 

b. Data Sekunder  

     Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, biasanya telah 

tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder diperoleh dengan cara 

mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan-aturan yang berkaitan 

dengan judul penelitian.
23

 Seperti buku Bedah The Prince dan The 

Discaourses. 

 

                                                             
20

Saifudin Amar, Metod Penelitian, (Yogyakarta :  Pustaka Pelajar Offset, 2001).h. 5 
21

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Kuantitati dan RD, ,(Bandung  :  Alfabeta, 

2008).h. 137. 
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D, , (Bandung : Alfabeta, 2008),  

h. 137 
23

Ibid, h. 40. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

     Dalam memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dalam pemikiran 

politik Machiavelli menurut pandangan etika politik Islam maka penulis 

menggunakan alur historis yaitu suatu pola pemahaman dari induksi dan 

deduksi dimana tidak dapat dipastikan mana yang terjadi terlebih dahulu, 

maka dari itu dapat dikatakan induksi dan deduksi karena adanya suatu 

lingkaran historis yaitu dari peristiwa khusus ke umum
24

 

4. Pendekatan  

     Dilihat secara metodologisnya, pendekatan ini yaitu pendekatan sosio 

historis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar 

belakang sosio pemikiran politik atau pemerintahan dari seorang tokoh, 

yang pada dasarnya pemikiran seorang tokoh itu datang dari hasil interaksi 

dengan lingkungannya.Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

hermenneutik, yang kedepannya diharapkan bisa memberikan makna atau 

penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio historis yang 

berkaitan denganperistiwa-peistiwa masa lampau sesuai dengan 

konteksnya.
25

 

 

 

                                                             
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ,(Jakarta :  Rineka 

Cipta, 1990).h. 24. 
25

Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermaunentik, (Jakarta : 

Paramadian, 1996).h. 12-15 
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5. Analisis Data 

     Analisis data merupakan suatu proses mengurutkan dan 

mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.Setelah melakukan analisis data maka 

penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduksi.Metode 

deduksi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengambil 

kesimpulan-kesimpulan dari suatu uraian-uraian yang bersifat umum 

kepada uraian yang bersifat khusus.
26

 

                                                             
26

Anton Bakker dan Achma Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta : 

Kanisius, 1990).h. 21. 



BAB II 

KAJIAN TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM 

 

A. Pengertian Dasar 

1. Pengertian Etika 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

moral (akhlak).
1
Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan 

etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang 

berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.Bentuk jamak dari ethos 

adalah ta etha artinya adat kebiasaan.Dari bentuk jamak ini terbentuk lah 

istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk 

menunjukkan filsafat moral.
2
 

     James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau ethies 

memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam 

pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan 

penggunaan akal budi individual dengan objektifitas untuk menentukan 

„‟kebenaran‟‟ atau „‟‟kesalahan‟‟ dan tingkah laku seseorang terhadap orang  

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 

(Balai Pustaka, Tahun 2002),  h. 271 
2
 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1 
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lain.
3
 Sementara menurut Burhanuddin salam, etika adalah sebuah cabang 

filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan 

perilaku manusia dalam hidupnya.
4
 

     Etika dilihat dari ruang lingkup dan pengertiannya, etika sangat dekat 

dengan moral. Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu mos dan bentuk 

jamaknya mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, 

akhlak, dan cara hidup. Oleh karena itu sama halnya dengan etika yang juga 

dalam bahasa yunani mempunyai pengertian adat istiadat mengenai baik dan 

buruknya suatu perbuatan.
5
 

     Machiavelli pun tidak melupakan hal terpenting ini seperti apa yang 

dituliskannya dalam The Prince: 

     „‟Sekarang kita bicara soal yang terpenting dari sifat-sifat. 

Seperti yang disebutkan, penguasa harus menghindari hal-hal yang 

akan membuatnya dibenci atau dipandang rendah. Bila berhasil, 

berarti dia telah melakukan bagiannya dan tidak menemui bahaya 

dalam sifat-sifat buruk lain. Dia akan dibenci bila tamak/serakah 

dan merampas harta milik warganya serta kaum wanita mereka 

                                                             
3
 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1 

4
 Burhanuddin Salam, Etika Sosial, (Jakarta: Rineka Cita, 2002), h. 1 

5
 Franz Magniz Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Etika dan Moral, 

(Yogyakarta: Kanesius, 1997), h. 19. 
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yang mestinya tak boleh dilakukan. Bila dia tidak menyerang harta 

milik atau kehormatan mereka, mereka akan hidup senang‟‟.
6
 

     Maka jelaslah dari pernyataan Machiavelli ini, tokoh ini sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam sebuah Negara.Bahkan dia adalah 

seorang yang sangat tidak membolehkan adanya korupsi. Terlepas dari apakah 

ini strategi atau bukan, yang terpenting adalah subtansi yang ada dalam 

ajarannya itu adalah mengandung akan kebutuhan nilai-nilai etika untuk 

menegakan sebuah Negara. 

2. Pengertian Politik 

     Politik  dalam bahasa inggris politik, secara leksikal mengandung arti 

acting on judging wisely, well judget, prudent, yaitu bijaksana atau dengan 

bijaksana. Politik dalam bahasa latin adalah politicus, dalam bahasa yunani 

politicos, berasal dari kata polisi yang bermakna city „‟kota‟‟. Politik dalam 

bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu (1) segala urusan dan 

tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan 

suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan 

(3) dipakai nama displin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.
7
 

     Ada dua pendekatan yang dipakai oleh Delier Noer dalam mendefinisikan 

politik, yaitu: pertama, pendekatan yang menekan pada nilai dan kedua, 

pendekatan yang menekan pada perilaku. Pendekatan tersebut mencakup pula 

                                                             
6
Machiavelli, The Prince, h. 127. 

7
 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 61 
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nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menetapkan baik buruknya sebuah 

sistem pemerintahan seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain 

menggunakan faktor-faktor sejarah.
8
 

     Pengertian Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap 

yang berhubungan dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu 

macam bentuk susunan masyarakat.
9
 

     Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik 

(politic) adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau 

(negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan 

melaksanakan tujuan-tujuan itu.
10

 

3. Pengertian Etika Politik 

     Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, 

yaitu etika politik.Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat 

dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia.Oleh karena itu 

etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral.Hal ini 

berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk 

kepada manusia sebagai subjek etika.Dapat disimpulkan bahwa dalam 

hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap 

meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.Dasar ini lebih 

                                                             
8
 M. Thahir Maloko, ETIKA POLITIK DALAM ISLAM, al-daulah Vol. 1/No. 2 / Juni 2013, 

h. 52 
9
 Deliar Noer, Pengantar Pemikiran Politik, (Cet. III ; Jakarta: Rajawali, 1983), H. 6 

10
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 

61 



20 
 

meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada 

hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. 

     Tolok ukur yang diperlukan untuk menilai tindakan manusia secara 

moraldalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 3 (tiga) prinsip dasar 

moral,yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap 

diri sendiri. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama 

menyangkut sikap dasarmanusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, 

tindakan dan kelakuannya.Prinsip sikap baik menuntut suatu pengetahuan 

tentang realitas supaya dapatdiketahui apa yang masing-masing baik bagi 

yang bersangkutan. Prinsip sikapbaik mendasari semua norma moral karena 

hanya atas dasar prinsip itu masukakal bagi manusia untuk bersikap adil.
11

 

     Prinsip moral kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan 

memberikanatau mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan 

yang samaterhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama 

dan untukmenghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan 

menuntutagar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang 

baik, denganmelanggar hak seseorang.
12

 

     Prinsip moral dasar yang ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri 

sendiri.Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang 

bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia 
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 Dwi Siswanto, Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika 

Politik Di Indonesia, h. 268 
12

Ibid., h. 269. 
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adalah person, pusat berpengertian, dan berkehendak, yang memiliki 

kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Karena itu manusia tidak 

boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi sustu tujuan tertentu. Ia 

adalah tujuan yang bernilai padadirinya sendiri. Manusia wajib menghormati 

harkat dan martabatnya sendiri.
13

 

     Hubungan di antara ketiga prinsip dasar moral itu sebagai berikut: prinsip 

keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap 

baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia 

untuk bersikap adil.
14

 

     Dalam kehidupan nyata manusia hendaknya mendasarkan diri pada ketiga 

prinsip dasar moral ini. Adanya masyarakat, bangsa dan negara tidak lain 

adalahuntuk mewujudkan ketiga prinsip itu untuk menjunjung tinggi harkat 

kemanusian manusia. Etika politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

tiga prinsip dasar moral itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
15

 

     Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara 

bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya 

suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam 

suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara 

moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta 
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masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa 

mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
16

 

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana 

harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok 

kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan 

negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan 

pribadi dan golongan. Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat 

dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa 

besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan 

publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya 

bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini 

diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik 

yang toteran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta 

tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan 

yang tidak terpuji lainnya.Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan 

politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas 

kepentingan partai dan golongan. 

     Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila 

pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik 

kualitas-tinggi atau bisa disebut high politic, dan politik kualitas-rendah atau 
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low politik. Politik kualitas-tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang 

bercirikan kesadaran para pelakunya bahwa posisi, kedudukandan jabatan 

adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan 

pertanggungjawaban dan diorientasikan untuk menyejahterakan seluruh 

masyarakat yang ada. Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang 

lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup 

kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika 

politik dapat membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, 

tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi 

ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya 

sekadar perilaku individu dalam bernegara. Dengan pencapaian ini, etika 

politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai yang 

bertentangan. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.
17

 

     Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan 

memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan manayang dijauhi.Etika 

politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat 

bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang 
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tidak diatur dalam aturan secara legal formal.Jadi etika politik lebih bersifat 

konvensi dan berupa aturan-aturan moral.
18

 

     Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas 

norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar 

manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan 

kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak 

menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat 

reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana 

masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang 

bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian Etika politik 

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia 

dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang 

berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan 

kebaikan manusia sebagai warga negra tidak identik. Fungsi etika politik 

terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan 

dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, 

objektif dan argumentatif.oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam 

arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan 

dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami 

dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik 
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dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi 

mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik 

dengan tolok ukur martabat manusia.
19

 

      Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi 

(bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang 

mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu 

usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke 

dalam realitas politik yang nyata.Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat 

keadilan sosial, bagaimana kekuasan harus ditangani agar sesuai dengan 

martabat manusia.
20

 

     Etika politik sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan. Etika politik 

bersifat metafisis dan dianggap kurang realistik, di sini filosof sering acuh  tak 

acuh. Namun para filosof berjasa mengkritisi dasar-dasar legitimasi kekuasaan 

politik. Dalam pandangan filosof etika, politisi harus bertindak benar, 

bertanggung jawab serta argumentative dalam prilaku politik mereka.
21

 

Karena bagaimana pun juga, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial, 

sangat tergantung pada keputusan politik. 

     Etika politik menuntut agar segala klaimatas hak untuk menata masyarakat 

dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Dalam konteks ini 
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pula etika politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Lebih jelasnya, 

sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justru bahwa 

komitmen satu-satunya adalah pada pencarian kebenaran, entah kognitif, 

entah normatif, dengan tidak perduli apakah pihak-pihak yang berkuasa 

menganggapnya tepat atau tidak. Hasil pencariankebenaran, apalagi 

kebenaran praktis yangberelevansi luas bagi kehidupan masyarakat, dengan 

sendirinya pantas untukselalu disuarakan.
22

 Etika itu bersifat refleksif atau 

meta-real. Menurut Magniz susesno, etika politik merefleksikan: apa yang 

menjadi inti keadilan, apa yang menjadi dasar etis sebuah kekuasaan dan 

bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Etika politik tidak antipati pada 

ideology dan tidak menjadi cara atau norma tertentu, tetapi membimbing 

politik yang luhur.
23

 

     Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan 

tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat 

membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang 

luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya dengan merefleksikan 

apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, dan bagaimana kekuasaan 

harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.
24

 

     Etika politik adalah prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti 

persamaan (musawah), persaudaraan (ukhuwah), musyawarah (syura), 
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keterbukaan, pertanggungjawaban (mas‟uliyyah), amanah perlu ditafsir secara 

kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam 

menggerakkan kontekstualisasi niali-nilai Islam dalam arti operasional ajaran 

Islam.
25

 

B. Etika Politik Islam 

      Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di 

mana setiap individu dituntut untuk berprilaku sesuai dengan ketentuan Allah 

sebagai mana tercantum dalam al-Qur‟an. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai 

etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad Saw baik dalam 

kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik 

kenegaraan. 

     Tidak diragukan lagi bahwa sistem kepemimpinan yang paling sempurna dan 

ideal kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw.sistem 

kepemimpinan yang dipraktikkan Rasulullah didasarkan atas kapasitasnya sebagai 

nabi dan rasul Allah yang memiliki sifat-sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan 

fathanah. Keempat sifat inilah yang mewarnai pola laku dan kebijakan Rasulullah 

dalam memimpin umatnya. Setelah kewafatan beliau, sifat-sifat ini tidak dimiliki 

sepenuhnya oleh empat khalifah sesudahnya. Namun, salah satu sifat itu tetap 

menonjol dalam sistem kepemimpinan mereka, seperti sifat shiddiq sangat 

menonjol dalam kepribadian Abu Bakar. Sifat amanah menjadi ciri khas 
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kepemimpinan Umar bin Khattab. Sifat tabligh sangat menjiwai Utsman bin 

„Affan. Dan sifat fathanah „‟cerdas dan berpengetahuan luas‟‟ menjadi 

karakteristik Ali bin Abi Thalib.  

     Sistem kepemimpinan umat pasca kewafatan Rasulullah menjadi sebuah model 

untuk masa-masa berikutnya. Memang benar bahwa Rasulullah tidak 

meninggalkan wasiat mengenai penggantinya untuk meneruskan kepemimpinan. 

Tetapi para sahabat dapat menilai di antara mereka yang lebih berhak dan pantas 

untuk memimpin.Maka, tampilan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang 

diangkat berdasarkan musyawarah para sahabat dari golongan muhajirin dan 

Anshar.Kemudian, tampil Umar bin khattab sebagai khalifah kedua berdasarkan 

kaderisasi yang dilakukan Abu Bakar dan dimusyawarahkan bersama sahabat-

sahabat lain pada masa hidupnya. Selanjutnya, khalifah yang ketiga, Ustman bin 

„Affan dipilih berdasarkan musyawarah tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin 

Khattab semasa hidupnya, yang diketuai oleh Abdurrahman bin „Auf. Setelah itu, 

kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat, yang 

diangkat oleh mayoritas kaum muslimin. Namun, ada juga pihak yang tidak setuju 

karena perbedaan prinsip dan kepentingan. Sejarah mencatat bahwa sejak akhir 

pemerintahan Ustman bin „Affan sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi 

politik terus bergejolak kemudian, sistem kepemimpinan bergaul dengan dinasti, 

yaitu Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbasiyyah dan dinasti-dinasti 

lainnya. 
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     Etika atau filsafat moral (Telchman, 1998) mempunyai tujuan menerangkan 

kebaikan dan kejahatan.Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan 

menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Apa standar 

baik? Apakah menurut agama tertentu? Bisa iya, bisa juga tidak! Tapi yang 

penting adalah standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik 

diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah 

mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang 

buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri kita tercinta ini. 

     Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun 

caranya. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan 

kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan 

membangun institusi institusi yang lebih adil. 

     Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulu mempersoalkan 

tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi moral 

yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran 

yang lebih baik dan pasti.
26

 

     Menurut Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu 

cabang dari filsafat. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa 

cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. 

Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus 

bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
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diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat, realitas, apa itu pengetahuan, 

dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis 

manusia adalah etika.
27

 

     Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, 

musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa 

kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara 

tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abusei atau 

penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang 

kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.
28

 

     Alquran adalah petunjuk bagi umat Islam, maka tidak berlebihan apabila 

Alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab 

„‟bagaimana hidup yang baik‟‟.
29

 Dengan demikian Alquran menerangkan tentang 

etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/ 3:159 
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Artinya: ‘’Maka disebutkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati  kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilinggmu. Karena itu ma’afkanlah mereka 

mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu.Kemudian apabilakamu telah membulatkan tekad.Maka bertawaqalah 

kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawaqal 

 kepada-Nya’’.
30

 

     Kandungan ayat tersebut diatas menerangkan tentang etika dan moral 

kekuasaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, 

antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan 

perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada 

masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang 

pemimpin yang dapat  merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi 

dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang penguasa tidak memiliki sifat-sifat 

tersebut diatas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.
31

 

     Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai 

ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang 
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diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal 

ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.
32

 

     Kekuasaan sebagai amanah merupakan prinsip ajaran Islam yang dapat 

dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip amanah 

tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58-59 

ًُٕاْ  ٍَ ٱنَُّاسِ أٌَ تَحۡكُ ۡٛ تىُ تَ ًۡ إرَِا حَكَ َٔ هَِٓا  ْۡ ٰٓ أَ َٰٗ تِ إنَِ ََُٰ ٔاْ ٱلَۡۡيََٰ َ َٚأۡيُشُكُىۡ أٌَ تؤَُدُّ ٌَّ ٱللََّّ ِّٰۦٓۗٓ ۞إِ ا ٚعَِظكُُى تِ ًَّ َ َِعِ ٌَّ ٱللََّّ تِٱنۡعَذۡلِِۚ إِ

ا تَصِٛشٗا  ٛعََۢ ًِ ٌَ سَ َ كَا ٌَّ ٱللََّّ َا ٱنَّزِ  ٨٥إِ ٰٓأَُّٚٓ زَعۡتىُۡ ََٰٚ نِٙ ٱلَۡۡيۡشِ يُِكُىۡۖۡ فَئٌِ تَََُٰ ْٔ أُ َٔ سُٕلَ  أطَِٛعُٕاْ ٱنشَّ َٔ  َ اْ أطَِٛعُٕاْ ٱللََّّ ٰٕٓ ٍَ ءَايَُُ ٚ

أَ  َٔ شٞ  ۡٛ نِكَ خَ وِ ٱلٰۡۡٓخِشِِۚ رََٰ ٕۡ ٱنَۡٛ َٔ  ِ ٌَ تٱِللََّّ سُٕلِ إٌِ كُُتىُۡ تؤُۡيُُِٕ ٱنشَّ َٔ  ِ ُِٔ إنَِٗ ٱللََّّ ءٖ فشَُدُّ ۡٙ ِٔٚلًا فِٙ شَ ٍُ تَأۡ   ٨٥حۡسَ

Artinya: „‟Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan denganadil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Melihat’’.
33

 Wahai orang-orang yang beriman  Taatilah Allah, 

taatilah rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika ka mu berselisih 

tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah  dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya’’. 

     Kedua ayat tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang 

menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab 

                                                             
32

 Faisal Baasir, Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim  (Cet, I; Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2003), h. xxxvii 
33

Ibid, h. 87 



33 
 

terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah SWT.
34

 Hal ini menandakan bahwa 

semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT melalui konstitusi 

yang ada di dalam Al-Qur‟an, ini menandakan adanya syumuliatul Islam. 

     Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya 

adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, 

golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan 

seluruh makhluk. Karena keadilan mendekatkan pelakunya kepada ketaqwaan. 

Obyektifitas hakim menjadi bagian penting dalam memutuskan perkara.Ketika 

perkara putus dengan pertimbangan matang, keadilan dapat ditegakkan.Ibnu 

Taimiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas 

dari tugas-tugas kaum Muslimin kepada orang yang cakap/kompeten untuk 

melaksanakan pekerjaan itu. 

     Kandungan ayat tersebut diatas menerangkan tentang etika dan moral 

kekuasaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, 

antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan 

perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada 

masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang 

pemimpin yang dapat  merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi 
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dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang penguasa tidak memiliki sifat-sifat 

tersebut diatas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.
35

 

     Jika kita merujuk pada isi kandungan al-Qur‟an, ternyata ada sekitar 500 ayat 

yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika.Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya etika dalam sistem kehidupan manusia. Etika yang diajarkan al- 

Qur‟an mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Actor yang 

menjadi contoh konkret dalam bidang etika ini adalah langsung Nabi Muhammad 

Saw sendiri. Karena itu, dalam perspektif Islam, etika tidak saja merupakan ajaran 

yang bersifat konseptual saja, tetapi juga dilengkapidenganpraktikalempiric. 

     Keberadaan Nabi Muhammad Saw sebagai figur keteladanan dalam bidang 

tingkah laku (behaviour) telah memberikan kontribusi penting dalam penerapan 

nilai-nilai etika yang dapat ditiru secara langsung oleh manusia. Nabi Muhammad 

Saw sendiri mengaku bahwa seluruh kandungan al-Qur‟an adalah cerminan 

akhlaknya. Dari sisi ini, al-Qur‟an berarti kitab yang mengajarkan etika, akhlak, 

atau moral bagi kehidupan manusia. Maka, tidaklah mengherankan jika kajian 

etika politik pun dapat dirujuk kepada al-Qur‟an. Dalam kaitan ini,  menyatakan 

bahwa “al-Qur‟an mengandung pesan-pesan moral yang sangat sistematik.ajaran-

ajaran tentang moral ini dapat dijadikan sebagai satu standar nilai yang dituangkan 

dalam bentuk etika Qur‟ani.” 
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     Islam adalah agama syumul (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk 

untuk mengatur semua aspek kehidupan.Dalam lapangan politik, kekuasaan 

tertinggi (disebut kedaulatan) ada di tangan Allah SWT. Manusia hanya sebagai 

pelaksana kedaulatan itu. Olehnya itu manusia disebut khalifah yang berarti wakil 

atau perwakilan Allah SWT di bumi ini.Sebagai makhluk yang diberi tugas untuk 

memakmurkan dan mengatur bumi ini, tentu saja hal-hal yang dilakukan oleh 

manusia harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah SWT.Sebagai pemberi 

amanah tersebut. 

     Berbeda dengan konsep politik Machiavelli. Menurut pemikiran machiavelli 

yang terpenting dalam politik pemerintahan Negara adalah kekuasaan, dia 

menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Jadi yang dianjurkan bukan 

bagaimana melaksanakan etika bernegara yang baik tapi bagaimana seseorang atau 

sekelompok orang dapat merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Machiavelli 

lebih jauh berpendapat bahwa dalam praktek kekuasaan yang nyata, tidak ada 

hubungan antara kekuasaan tersebut denganetika bernegara, karena Negaraitu bagi 

Machiavelli bersifat secular, termasuk didalam berbagai perebutan kekuasaan, 

sedangkan etika berkaitan dengan norma yang berkenaan dengan peraturan tuhan 

yang transedental sifatnya, yaitu dianggap berorientasi pada dunia ghaib. 

     Memperbincangkan persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting 

dalam Islam, karena barbagai alasan, di antaranya; Pertama, politik itu dipandang 

sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-ilmu-politik-atau-political-science/4633
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerintahan/117124
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-negara/117128
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekuasaan/11107
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-etika/115988
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekuasaan/11107
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-etika/115988
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ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan lillahi taala. Dalam 

berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena 

pelanggaraan terhadap prinsip-prinsip ibadah akan dapat merusak “kesucian” 

politik itu sendiri. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena 

politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam 

berpolitik sering menyangkut hubungan antar-manusia, misalnya saling 

menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak 

memaksakan pendapat sendiri.  

C. Etika Politik Di Indonesia 

     Muslim sedunia, maka penerimaan atas nilai-nilai Islam yang berkembang di 

masyarakan merupakan suatu keniscayaan. Mencermati kondisi dan keadaan 

Indonesia semenjak era reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik 

para elite dalam setiap jejak perjalanannya membuat kita menjadi „‟miris‟‟.
36

Sikap 

pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan individualisme dan 

kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun melalui 

kelompoknya. 

     Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih dan dengan cara apa 

pun, meski bertentangan dengan pandangan umum. Tanpa kita sadari, nilai etis 

politik kita cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. 
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Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua 

jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para 

pengkritik dan budayawan secara secara prihatin menyatakan arah etika dalam 

bidang politik dan bidang lainnya menuju ke arah „‟jual beli‟‟ menggunakan uang 

maupun sesuatu  yang bisa dihargai  dengan uang. Kita boleh bangga negara kita 

sebagai negara demokrasi yang damai  terbesar ketiga setelah Amerika dan India.
37

 

     Praktis pelaksanaan etika politik nampaknya masih nirkeadilan dan 

nirkemakmuran rakyat. Kebanyakan politisi masih dikuasai  hasrat berkuasa 

ketimbang sebagai „‟penyambung lidah‟‟ dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada 

beban moral sedikit pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji 

kampanyenya setelah mereka berkuasa.
38

 Pada titik inilah, masyarakat dibuat 

kecewa, sinis dan skeptik dengan politik. Itulah sekelumit gambaran singkat dan 

sederhana akan kondisi negeri kita tercinta yang carut marut ini. Akan tetapi kita 

harus tetap optimis demi untuk kemajuan negara ini. Eksistensi kepemimpinan 

melalui consensus lima tahunan harus didukung dan ditoleransi selama berada 

koridor kebersamaan. Begitupun kontrol yang dilakukan legislatif, yudikatif dan 

eksekutif atau control yang dilakukan oleh legislative terhadap eksekutif harus 

mengacu kepada kepentingan rakyat, bukan pada lembaga. Dengan cara seperti 

itu,  maka Negara kita akan menjadi negara dengan „‟religious state‟‟ yang 

memperhatika n nilai-nilai agama dalam hal ini agama Islam. 
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     Dengan cara seperti itu, maka yang biasanya dikenal bahwa politik itu kotor, 

korup, kejam, tak manusiawi dipenuhi dengan taktik dan intrik demi merebut dan 

mempertahankan kekuasaan. Saling menyikut bahkan terhadap teman sekalipun, 

karena dalam politik tidak ada pertemanan abadi, yang abadi hanyalah 

kepentingan bisa dibenahi menjadi lebih baik dan mulia.
39

 

     Namun demikian pertautan antara moral dan politik perlu mendapat perhatian 

yang lebih, sebab, moral merupakan salah satu faktor kunci yang diharapkan 

mampu berperan untuk memperbaiki krisis bangsa. Moral dianggap sebagai 

sumber inspirasi dan kekuatan etis yang dapat memberikan wajah manusiawi 

terhadap proses pembangunan politik, di sinilah, pemikiran tentang revolusi moral 

politisi muncul dan merupakan kebutuhan mendesak berdasarkan kenyataan 

bahwa hingga kini sistem politik bangsa Indonesia belum dapat menyediakan cara-

cara yang dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis. Perubahan moral politisi 

menjadi hal yang penting untuk agenda perbaikan bangsa mengingat di tangan 

merekalah segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat dipertaruhkan.
40

 

Meskipun memang sulit memberi penilaian etis tidaknya kepada mereka yang 

berperilaku politik seperti itu (kotor), karena dasar hukumya memang tidak ada. 

Namun, etika memang bukanlah soal hukum (peraturan tertulis), karena etika 

haruslah dilandasi dengan apa yang di Indonesia disebut „‟kepantasan‟‟ atau 

„‟kepatutan‟‟. Jadi, ia haruslah mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma 
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yang berlaku di masyarakat. Ia juga harus memperhatikan kelaziman-kelaziman 

serta suasana batin masyarakat sesuai konteks waktu dan perkembangan situasi 

kondisi. Ada nalar, juga rasa, yang mestinya diseimbangkan. Dengan demikianlah 

kekuasaan tak semata berorientasi kepentingan praktis, melainkan alat belaka 

untuk melayani.Etika terkait dengan hakikat kebaikan dan keburukan.
41

 

     Etika menjadi penjelas bagi kita semua bahwa ada perbuatan yang digolongkan 

baik dan ada yang buruk.dengan demikian, maka etika politik juga menjelaskan 

tentang mana politik yang baik dan mana yang buruk.kewajiban kita sebagai orang 

yang memiliki religiositas adalah mengikuti politik yang baik dan menjauhi politik 

yang buruk. dalam praktik kehidupan politik di negeri ini, politisi tampaknya 

memahami hakekat politik secara sempit dan konservatif. Politik dimengerti 

terbatas pada cara bagaimana seorang politikus atau parpol dapat memenangkan 

pemilu, meraih kursi atau posisi di legislative daneksekutif, kemudian 

melanggengkannya sehingga memperoleh posisi „‟terhormat‟‟ dalam masyarakat. 

Di samping itu, terjun ke „‟dunia‟‟ politik dianggap menjanjikan penghasilan besar 

lewat jalan pintas, tanpa syarat pendidikan tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari 

mereka yang memandang politik sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan 

negara agar terwujud kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat.
42

 

     Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai 

„‟penyambung lidah‟‟ dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikit 
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pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanye setelah mereka 

berkuasa, pada titik inilah, masyarakat dibuat kecewa, sinis dan skeptic dengan 

politik. Solusi yang paling jitu tegakkan etika dalm berpolitik, jangan sampai demi 

mencapai tujuan, maka menghalalkan segala cara. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan 

yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang 

lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan 

penelitian ini diantaranya : 

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Mia Rinekasswara mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin  dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 

2016. Dengan judulAnalisis Perilaku Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat 

Politik Niccolla Machiavelli. 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah kondisi realitas 

perpolitikan Indonesia saat ini banyak kasus korupsi yang merugikan banyak 

masyarakat, para koruptor mementingkan diri sendiri dan mengabaikan 

kepentingan banyak orang, situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran 

Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda.Etika politik 

seakan menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi 

relevan.Relevansi etika politik terbuka apabila mampu mengatur instituisi-

instituisi yang lebih adil.Hanya di Indonesia kecurigaan antar kelompok sangat 
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dalam. Padahal, etika politik mulai dengan adanya kepercayaan terhadap yang 

lain. 

     Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Zainun Akbar, mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan 

JudulKonsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh 

Tenggara 2017) 

     Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah konsep kekuasaan 

Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang 

No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apabila melihat konteks hidupnya, 

saya tidak setuju yang disampaikan pemikiran machiavelli, kalau bisa tidak 

diterapkan pemikiran politik Machiavelli. Tapi tidak menyarankan melakukannya 

hal tersebut jika keadaan yang didapat lebih tenang.Machiavelli masih berpegang 

teguh bahwa seorang pemimpin penting untuk tampil sebagai orang yang dicintai 

oleh rakyatnya. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Ilyas Hidayat, mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

2012 dengan judul Kekuasaan Perspektif Politik Islam. 

Permasalahan yang diangkat pada permasalahan penelitian ini bahwa 

Kekuasaan yang sejalan dengan politik Islam adalah kekuasaan yang seperti 

dicontohkan Rasulullah SAW.dalam kepemimpinannya. Kekuasaan itu sendiri 



42 
 

terbagi tiga, yaitu legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.Hal ini 

memberikan gambaran bahwa pemerintahan atau pemimpin yang menjadi 

penguasa bukanlah penguasa tunggal.Tetapi, dibantu oleh beberapa ahli dalam 

bidangnya masing-masing, agar kekuasaan yang muncul kemudian bukanlah 

kekuasaan yang bersifat dictator dan sewenang-wenang. Islam adalah agama 

rahmat, yang telah mengajarkan tata cara berpolitik yang islami, yaitu dengan 

tetap merujuk kepada Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW. oleh karena itu, 

bagi pemimpin di belahan bumi manapun, Rasulullah SAW. merupakan panutan 

dan teladan yang paling sempurna. 
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